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LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UPAH PUNGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, maka perlu pengaturan
tentang Upah Pungut;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
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Mengingat

sl

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota
Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1990 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kodya Dati |l Sawahlunto, Kabupaten Dati Il
Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Dati |1
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pgak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
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14.

15.

16.

17.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Dagerah;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor
15 Seri E.1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN UPAH PUNGUT

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Kota Sawahlunto;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi
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seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan olehn Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Dagerah;

Dinas atau Kantor adalah satuan unit kerja yang mengelola
Pajak Daerah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
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10.

11.

12.

13.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah;

Upah pungut adalah uang yang diberikan guna mendorong
aparat pelaksana untuk meningkatkan mobilitas dan

peningkatan pendapatan asli Daerah;

Instansi pengelola pendapatan Asli Daerah (Instansi
pemungut) adalah instansi yang melakukan pemungutan
pajak daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Instansi penunjang adalah instansi yang menunjang
pelaksanaan dan peningkatan penerimaan pendapatan adli
daerah.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB [l
KETENTUAN UPAH PUNGUT
Pasal 2

Upah pungut diberikan dan diperhitungkan atas porsentase
dari realisasi penerimaan pajak daerah yang dikelola/ disetor
ke Kas Daerah oleh Instansi Pengelola Pendapatan Adli
Daerah.

Besarnya upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 5 % (lima perseratus).

Pemberian upah pungut kepada instansi penunjang diatur dan
ditetapkan olen Walikota

Pasal 3

Upah pungut diberikan untuk peningkatan kesejahteraan yang
diarahkan untuk peningkatan kinerja pegawal yang
menunjang peningkatan pendapatan asli daerah

Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh dipergunakan untuk dana operasional taktis maupun
investasi instansi pengelola pendapatan asli daerah.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(1)

(2)

BAB |1

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Sawahlunto Nomor 3
Tahun 1994 tentang Uang Perangsang Bagi Instansi
Pemungut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Walikota
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Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

padatanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
padatanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARISDAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Muda,

NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 17
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UPAH PUNGUT

l. PENJELASAN UM UM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemberian
upah pungut kepada instansi pemungut hanya dapat diberikan
dalam hal pemungutan pajak daerah, oleh karena itu perlu diatur
kembali mengenai pemberian upah pungut dengan Peraturan
Daerah.

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas
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Pasal 5

Cukup Jelas
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